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Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Enny Nurbaningsih [kanan] dan anggota tim pemerintah

AMTARA FOTO/SIGID KUAMNLEWAN

pe:nbabhasan RUU KUHP yang juga pakar hukum, Muladi (kiri] mengikuti rapat RUU KUHP dengan
Komisi Il DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Keputusan tentang nasib pasal
vang mengancam kelompok LGBT
diserahkan ke fraksi-fraksi di DPR.

Indri Maulidar
indri.maulidar@tempo.co.id

JAKARTA — Temerintah talk
legas memutuskan sikap
dalam polemik rencanszs
perigaturan pidarna ter-

hadap pelaku dewasa

hubungan sesama jenis
dalam Rancangan Undang-
Undang Hulkum Pidana.
Pada satu sisi, pemerin-
tah membuka opsi untuk
menghajpus rancangan
pasal tersebuit, " namun
tetap memberi  peluang
penerapan rencana aturan

baru ini. “Tni Lftergantung
kepulusan fralksi—fraksi
nanti bagaoimana,” kata
Kepala Badan Pembinaan
Hukum MNasional XNemen-
terian Hultum dan Hak
AHsasi larnusia, Fnny
MNurbaningsih, dalsrn rapat
dengarxn Panitia IFhusus
RUU KUHIP Dewan Per-
wakilan Rakyat, kemarin.
Enny, yang juga XFetua
Tim Pemerintah cdalam
Pembahasan RUTLI] KIUIHP
ini, mengataksan pasal ind
menjadisorotan publik. Dia
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memastikan pemerintah
telah menampung saran
dari banyslk kalangan.

Itu sebabnya. pemerin-
tah menawarkan dua opsi.
Pertama, mcengembalikan
aturan sesuai dengan Kitab
Undang-TUndang Hukum
Pidana yang berlaku, yalmi
ancaman pidana hanya bagi
perbuatan cabul terhadap
sesama jenis vang berusia
kurang dari 18 tahun atan
anak-anak. Tada opsi ini,
-pemerintall mengusulkan
penambahban ancaman
pidana penjzra menjacii
peling lama 15 tabun dari
schelumnya  lima  tohun.
Pemerintah
an hukuman bagi pelaku
pencabulan scsama jenis
dengan korban anak harus
diperberat agar sejzlan
dengan TUndang-Undang
Perlindungan Anzsk.

Adapun opsi  keduu,
pemerintaly tetap membu-

beranggap--

ka peluang ancaman pida-
na penjara hingga sembilan
tahun bagi orang dewasa
yang melakukan hubungan
sesamma jends lewat keke-
rasan, di muka umur, dan
dipublikasikan. Pilihan
kedua ini. tak ubahnya
dengan usul sejumlah frak-
=i di DPR.

Bal kosusilaan dalam
RUU KULLP paling alot
dibahas. Sejurnlah kalang-
an mmempersoallkan rumis-
an Pasal 485 vang diniiai
digkriminatif dan intimi-
datif terhadap kelompok
lesbian, gay, biscksual, dan
transgender (LGBT). Pasal
ini memperluas delile pen-
cabulan yang diatur dalam
Pagal 292 KUHP Selamu
ini, pemidanaan hanyva ber-
laloo untuls orang dewasa
vang mencahuli anak-anak
dengan jenis kelamin sama.
¥ani juga disisipkan avat
vang mengatur huobungan
selis sesama 'Z_Jl'l,;lig dtf‘\-"."aSEl
dengsn jenis kelamin sama.

KetnaPansusHUTTKRTTHT
Benny Kabur Harman,
inemutuskan  menunda
persetujuan tentang pasal
ini lantarar tidak semua
fraksi hedir dalam rapat
kemarin. Sepanjang rapat,

meriang hanya tampak
perwakilan  dari  Fraksi

Demokrat, NMasT)em, Partal

Persatuan Pembangunan,
Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan, dan Gerindra.
Kendaii demildan, Benny
mengatakan fraksinya,
Partal Demokral, akan
memperjuangkan penerap-
an pidana unftuk mereka
vang berhubungan sesama
jenis meski telah cukup
umur Alasannya, kata dia,
bertentangandengannorma
vang berlaku di masya-
rakat. “Ini bukan dagangan
politik. Tapi memang sudah
mercsahkan,” kata dia.
Adapun ahli hukum tata
negara, Bivilri Susanti, ber-
harap DPR dan pemerin-
iah membatalkan rencana
penpgesashan RUU KUHPE
Menurut Biwvitri, masih
banyak pasal-pasal kon-
troversial yang Lak disertal
analisis itentang dampak
don penerapannya
Bivitri menyvoroli
kesusilaan  vang
pasal Zina
hubungar =esama  jenis.
“Penegcak Thukum  dan
lembaga pemasvarakatan
sudah siap belum? Sudah
dihitung belwn kapasitas-
nya? Herusnva itu dihitung
dulu semuanya karena
ini hukum pidana,” kata
Bivitri.
o ARKHELAUS WISNU | RIAKI SARUSI
PUTRI
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Pasal Diskriminatit hagi LGBT

Jikajai disahkan tahun dengan picana penjara paling  dioidana dengan pidana penjara

ni, Rancangan Undang singhkat 5 (lmg) tahun dan paling Iama 9 (semblan) tahun
Jndang Hurm Pidera kan—palig lama 15 {inie elas| atau picana denda paiing
readi produk hukum pirena. - 1ahun dai pidana denda banyak Ketegor I,

nertama bualan Indonesiz paling banyak Kategori V (Rp 0 fyat(2

sclelah seabad menggunakan — 2:000.000.000. Setiap orang yang melakukan
Kitah UndangUncang Hukum - ¥ Alternalif 2 nerbuatan cabul dengan orang
Picdaras bualan pemeriniah "501 495; yang sama jenis Keiamin, yang
holoal Bolandz. Namun pasal - whyat[1) Setiap orang yeng dlkelihul alau patit dga
4395 dalam rancangan medakukan perbuatan caoul - +glum berumur 48 (delapan
dinersoalkan lantaran rentan dongan orang yang Sama jenis +glas) tahun, cinicena dengan
diskriminatic dars intimicat ke/amin: nidana penjara paling lama 12
terhadap kelompok lesbian, &, 0 depan urum digidana (v belas) tahun axau pldana

Gz Disekstal, dan fransgender  dengan pidana perjarapaling o paling benyak Kalegor IV
11.GBT). ama 1 (satu) tahur 6 enam)  (Rp 500.000.000)
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